BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia lahir sebagai suatu Negara baru di tengah-tengah masyarakat negara-negara dunia. Selain pengumuman tentang bentuk Negara, yaitu republik, Indonesia juga menyatakan diri sebagai Negara berdasar hukum (Negara hukum). 

Lalu pada perkembangannya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar  1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa :  “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolustime (kekuasaan yang tidak terbatas).
Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.
Dalam praktek terdapat undang-undang yang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu, sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. 

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum
. Seandainya lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.

Di samping itu hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan peradaban dunia saat ini dapat dikatakan semakin menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap bidang kehidupan tampak lebih nyata, seiring dengan perkembangan dalam setiap bidang kehidupan manusia tersebut terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam perkembangannya bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam, contohnya seperti, kejahatan dunia maya (cybercrime), tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana yang menjadi pusat perhatian di dunia saat ini, salah satunya adalah Pencucian uang ( Inggris : Money Laundering ).

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya
 dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.

Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia pun menyadari bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, hal tersebut tercermin dari adanya undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( money laundering ) yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian karena perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga diubah kembali dengan Undang – Undang No. 8 tahun 2010, dan di Indonesia sendiri sudah terdapat 2 (dua) lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu : 

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang  No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara- negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang;

2. Bank Indonesia (BI), sebelum adanya PPATK lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan adalah BI sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
. 

Selain kedua lembaga tersebut diatas kemudian dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengatur Pencucian Uang didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tercantum lembaga baru yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengaturan yaitu didalam pasal 1 butir 17  yang berbunyi : 
“ Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.”

Lembaga pengawas dan pengatur (LPP) tersebut didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sendiri tidak dijelaskan secara jelas tugas dan wewenang lembaga tersebut, di samping itu seperti telah disebutkan  PPATK maupun BI pun sudah berfungsi sebagai pengawas dan pengatur terhadap tindak pidana pencucian uang, sehingga bagaimanakah mekanisme pengaturan terhadap Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) tersebut, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan seperti halnya BI dan PPATK? dan apakah pengaturan fungsi pengawasan dan pengaturan yang dimiliki oleh BI, PPATK dan LPP dapat menimbulkan tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga, ketidakkepastian hukum, dan bahkan kekaburan hukum yang sudah barang tentu dapat menghambat upaya-upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui  fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimiliki oleh PPATK, BI dan LPP, dan untuk itu terkait dengan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk melakukan penulisan hukum dengan judul:

“KESERASIAN PENGATURAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGATURAN PADA BI, PPATK DAN LPP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. 
Apakah terdapat keserasian dalam pengaturan mengenai fungsi PPATK, BI dan LPP berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengaturan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

2. Bagaimanakah pengaturan mengenai fungsi PPATK, BI dan LPP sebagai lembaga/ badan yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang di masa mendatang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keserasian terhadap pengaturan fungsi yang dimiliki oleh PPATK, BI dan Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap tindak pidana pencucian uang;
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis fungsi PPATK, BI dan Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap tindak pidana pencucian uang di masa mendatang.
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kontribusi pemikiran:

1. Secara teoritis memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang  pada khususnya;

2. Secara praktis, dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemerintah maupun lembaga atau instansi terkait, dalam menyusun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, sehingga diharapkan dimasa mendatang upaya-upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan secara efektif dan berhasil guna.

1.5 ORISINALITAS PENELITIAN
Berkaitan dengan penelitian yang penulis susun terdapat penulisan hukum yang memiliki ide atau mengambil tema yang sama, yaitu:

1. Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), disusun oleh Andry Mahyar sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2011
Persamaan: Penelitian tersebut mendeskripsikan peran PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perbedaan: Fokus pada penelitian tersebut adalah peran PPATK dalam mencegah dan memberantass Tindak Pidana Pencucian Uang serta hambatan yang dihadapi oleh PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan pada penelitian yang penulis susun berfokus pada keserasian pada pengaturan fungsi BI, PPATK dan LPP dalam rangka pelaksanaan tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Judul: Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, disusun oleh Bisdan Sigalingging sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2013.

Persamaan: Penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan pada Bank Indonesia.

Perbedaan: Fokus pada penelitian tersebut adalah independensi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap sistem perbankan, sedangkan fokus penelitian yang penulis susun adalah pengaturan terhadap fungsi pengawasan dan pengaturan yang dimiliki oleh Bank Indonesia, PPATK dan LPP. 
1.6 KERANGKA TEORITIK
Dalam penelitian ini akan digunakan teori-teori, konsep-konsep, maupun pandangan- pandangan para pakar yang berpengaruh sebagai landasan pemikiran penelitian. Pandangan-pandangan teoritis dimaksud dijastifikasi dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen-instrumen hukum tindak pidana pencucian uang.
a. Teori Kepastian Hukum

Teori ini digunakan untuk membantu mendeskripsikan dan menganalisis apakah fungsi pengawasan dan pengaturan pada BI, PPATK dan LPP yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan telah disusun sedemikian rupa sehingga memiliki unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Suatu nilai kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang di dalam hidup bermasyarakat. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, disamping nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.
Kepastian hukum dalam suatu masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan dan ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Mochtar Kusumaatmadja di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : 

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.
Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.

Dan seiring dengan itu Lawrence M. Friedman (Professor Hukum Stanford University) mengemukakan, untuk mewujudkan "kepastian hukum" dalam suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yakni: (1) substansi hukum, (2) aparatur hukum, dan (3) budaya hukum.
Teori kepastian hukum di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membantu mendeskripsikan dan menganalisis apakah fungsi pengawasan dan pengaturan pada BI, PPATK dan LPP yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini telah disusun secara sistematis sehingga memiliki unsur  kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan, karena apabila peraturan yang disusun justru menyebabkan tumpang tindihnya fungsi dan wewenang suatu lembaga, dapat menimbulkan tidak terjalinnya koordinasi antar lembaga dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, sehingga kepastian hukum dalam penegakan hukum tidak akan tercapai dan sudah barang tentu keadilan pun terabaikan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Karena Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis didalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya memiliki sebuah dasar hukum yang menjiwai dari keadaan seluruh masyarakaat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hukum yang dibuat dan nantinya akan berlaku di masyarakat hendaknya mampu berlaku secara efektif. Sehingga tidak terjadi suatu pemborosan atau yang nantinya menimbulkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat.
b. Teori Kebijakan Hukum Pidana
Teori ini digunakan untuk membantu mendeskripsikan dan menganalisis bagaimanakah pengaturan mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan pada BI, PPATK dan LPP yang ada saat ini dan pada masa mendatang.

Secara umum, pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “Policy” atau “beleid”, menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.
. David L. Sills menyatakan bahwa pengertian kebijakan (policy) adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.

Konteks kebijakan hukum pidana (penal policy) menurut Marc Ancel, adalah: “ both a science and an art, of which the pratical purposes, ultimately, are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives pratical effect to the court’s decision”. (suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan).

Menurut A. Mulder kebijakan hukum pidana dipadankan dengan istilah strafrechtspolitiek, yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kemudian menurut Sudarto penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sudarto pun menulis bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Pengertian kebijakan hukum pidana (penal policy) diatas jika dicermati berkaitan erat dengan pembaharuan hukum atau penal reform. Barda Nawawi Arief melihat upaya pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakikatnya termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian dan terkait erat dengan law enforcement policy, criminal policy dan social policy. Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach).

Pembaharuan hukum pidana ditinjau dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan( policy oriented approach) salah satunya adalah upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum. Memperbaharui substansi hukum merupakan bagian dari kebijakan pembentukan perundang-undangan pidana maupun undang-undang administrative bersanksi pidana sehingga dikatakan sebagai kebijakan legislative atau kebijakan formulasi.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan kebijakan legislatife atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (legislator) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional.

Menurut Satjipto Rahardjo penyusunan suatu undang-undang atau formulasi merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial.
1.7 METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan PPATK, BI dan LPP dalam rangka upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. 

Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan  (Statute Approach), pendekatan konsep (Consep approach) dan pendekatan analitis (analiytical approach).
 Pendekatan perundang - undangan dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk mengkaji konsep-konsep dalam ilmu hukum; sedangkan pendekatan analitis dipergunakan untuk mencari makna dari istilah - istilah dan konsep -konsep hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.
b. Sumber Bahan Hukum

Sebagai sumber bahan hukum pokok dari penelitian ini adalah berasal dari hasil penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan terkait dengan pokok permasalahan, yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti bahwa data-data yang mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini peraturan perundangan-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian;

2. bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian dan artikel-artikel yang berkaitan dari berbagai sumber maupun dari internet;

3. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, kamus elektronik dan kamus bahasa Indonesia.
c. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum 

Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya diklafikasikan menurut kelompoknya sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan. Terhadap bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan menggunakan telaahan kepustakaan (studi document). 

 Penulisan tesis ini lebih menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.
 Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.
Untuk mengkaji hukum dari aspek normatif ( law in book ), maka metode normatif analitislah yang dijadikan acuan dalam mengkaji dan menganalis sesuatu permasalahan. Analisis bahan hukum dengan cara menggunakan penafsiran-penafsiran hukum, baik penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran historical, maupun penafsiran secara ekstensif
. Dari hasil analisis selanjutnya mencari prinsip - prinsip hukum, hubungan - hubungan antara prinsip hukum yang satu dengan prinsip hukum lainnya, dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN
Tujuan dari pada penelitian ini adalah penelitian komparatif  yaitu dengan cara membandingkan antara fungsi pengawasan yang dimiliki dan dijalankan oleh BI, PPATK dan LPP, karena penulis mengganggap bahwa kehadiran LPP ini dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga, ketidakkepastian hukum dan bahkan kekaburan hukum yang dapat menghambat bahkan mengganggu proses penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang, dan penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, yang mana uraian materi dalam setiap bab akan dibahas berdasarkan kerangka teoritis yang telah dirumuskan untuk memperjelas penulisan penelitian ini, adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi uraian mengenai munculnya masalah atau isu hukum dan aturan penelitian sesuai judul yang dirumuskan serta rancangan penelitian yang diharapkan dapat memperlancar proses penelitian, dengan rincian yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Orisinilitas Penelitian  
1.6 Kerangka Teoritik
1.7 Metode Penelitian 

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II : 
KAJIAN PUSTAKA, bab ini berisi penjelasan mengenai tindak pidana Pencucian Uang dan pengaturan terhadap  tugas, fungsi dan wewenang PPATK, BI dan LPP, dengan sub bab sebagi berikut:

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Fungsi Pengawasan dan Pengaturan

2.2.1 Fungsi Pengawasan dan Pengaturan PPATK

2.2.2 Fungsi Pengawasan dan Pengaturan BI

2.2.3 Lembaga Pengawasan dan Pengaturan (LPP)
BAB III : 
HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi paparan hasil penelitian yang  diperoleh sesuai dengan desain penelitian dan metode penelitian yang telah dirancang, dengan menjabarkan seusai dengan rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori – teori yang telah ditentukan dalam kerangka teori sehingga akan diperoleh gambaran tentang bentuk dan kualitas pemecahan masalah antara lain :

3.1 Problem hukum yang timbul dari pengaturan mengenai keberadaan Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang seperti halnya PPATK dan BI.
3.2 Pengaturan mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan PPATK, BI dan LPP terhadap tindak pidana pencucian uang pada masa mendatang.
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN , bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pemahaman proses analisis permasalahan yang telah dibahas di bab – bab awal dan berisi rekomendasi dari penulis menyangkut permasalahan yang diangkat pada penulisan hukum ini.  Bab ini meliputi :
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